Veronica Maria Parera

by UNITRI Press

Submission date: 12-Jul-2022 11:10PM (UTC-0400)
Submission ID: 1848946864

File name: Veronica_Maria_Parera.docx (92.41K)
Word count: 1534

Character count: 9642



KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
(Studi di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

OLEH:
VERONICA MARIA PEREIRA
NIM : 2018110050

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022
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TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

(Studi di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu)

ABSTRAK
Tingkat kepatuhan WP dapat berperan penting untuk meningkatkan penerimaan pajak negara,
terdapat beberapa hal yang dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan dalam
membayar PBB ialah kualitas dalam sebuah pelayanan, kesadaran WP serta sanksi pajak.
Tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui sebuah pengaruh kualitas pelayanan,
kesadaran WP serta sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar PBB yang
berada di Kota Batu, Kelurahan Temas secara parsial. Adapun riset menggunakan sebuah
metode ialah deskriptit kuantitatif, dalam menentukan sampel menggunakan teknik Accidental
Sampling dengan 30 responden WP PBB. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam riset ini ialah kuesioner, metode dalam menganalisa data ialah menggunakan analisis
regresi linier berganda yang mana akan dibantu dengan menggunakan software SPSS 26. Hasil
dari riset ini ditemukan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran, serta sanksi pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran PBB.

Kata Kunci: Kepatuhan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pajak Bumi Dan Bangunan,
Sanksi Pajak, Wajib Pajak
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak adalah merupakan sebuah sistem dalam melakukan pembayaran wajib yang mana
akan dapat dikeluarkan sebagaimana berlandaskan pada UU yang sudah dikeluarkan oleh pihak
pemerintah. Sebagaimana pajak yang memiliki kontribusi yang sangat viral tanpa adanya pajak
kehidupan daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Menurut Indrihastuti, Poppy, Malimatul
Amaniyah (2020) menyatakan bahwa sebuah tujuan yang akan dijadikan sumber pendapatan
ialah pajak, hal tersebut disebabkan karena pajak dapat didefinisikan sebagai fondasi yang
paling utama dalam memberikan kontribusi terhadap negara.

Pajak dapat memiliki tingkat kontribusi yang secara signifikan terhadap sebuah
pembangunan pada sebuah wilayah atau negara, apabila sebuah pembangunan sama sekali
tidak dapat dikerjakan tanpa ditopang oleh sebuah dana yang mana bersumber dari negeri, oleh
sebab itu salah satu sektor yang memiliki tingkat kontribusi ialah pajak. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Rochmat Soemitro (2011:1) ialah pajak dapat didefinisikan sebagai salah
satu iuran yang bersumber dari lapisan masyarakat yang mana sama sekali tidak akan mendapat
imbalan sebagaimana telah dituangkan dalam UU dengan sistem pengeluaran yang secara
global atau umum, supaya secara langsung akan dapat memaksimalkan tingkat kepatuhan pada
seseorang WP sehingga tingkat kualitas terhadap sebuah pelayanan dalam mekanisme sebuah
administrasi pajak seharusnya dapat ditingkatkan. sikap adil sangat dibutuhkan agar pelaku
usaha dalam melakukan pembayaran sebagaimana dengan waktu yang ditetapkan karena nilai
keadilan sangat dijunjung tinggi maka kepatuhan WP akan selalu meningkat pada saat
melakukan pembayaran pajak (A Mukotfi dan SH Wibisono, 2017:11-20).

Hal tersebut disebabkan karena tingkat kualitas terhadap sebuah pelayanan dapat
dikatakan sebagai salah satu perbandingan antara tingkat pada sebuah pelayanan terhadap WP
sehingga pihak konsumen dengan berada pada sisi kualitas atas pelayanan sebagaimana yang
akan diharapkan (Santika,2015; Saputra 2015). Menurut Trianto (2012) mengatakan bahwa
tingkat kualitas atas sebuah pelayanan yang mana akan dapat diberikan terhadap WP yang akan
dilakukan sebagaimana dengan melakukan sebuah sikap yang efektif serta memiliki ciri yang
daya tangkap. Oleh sebab itu tingkat kualitas terhadap sebuah pelayanan secara langsung akan
dapat mewujudkan terhadap tingkat pemenuhan dengan sisi kebutuhan ekspektasi WP dengan
konsumen.

Penelitian Mukoffi & Wibisono (2016) menjelaskan Keadilan perpajakan sangat penting
untuk mendukung kepatuhan wajib pajak membayar pajak, sehingga ditemukan beberapa




mekanisme terhadap kualitas pada sebuah pelayan, antara lain : (a) keandalan, (b) daya
tangkap, (c) jaminan, (d) empati dan (e) bukti langsung. Tingkat kesadaran yang ada pada
lapisan masyarakat dalam melakukan sistem pembayaran pajak secara langsung sudah
diterapkan terhadap masyarakat yang berada di NKRI, hal tersebut disebabkan karena pajak
dapat disebut sebagai sebuah penghasilan yang sangat dominan terhadap negara yang mana
dengan tujuan untuk dapat membiayai sistem pemerintahan serta sistem pembangunan bahkan
sampai pada sistem administrasi atas perpajakan yang akan dilakukan oleh Sekjen perpajakan
yang dapat dikatakan sebagai sebuah instansi yang ada pada ruang lingkup pemerintah dalam
bentuk struktural dalam kementerian keuangan untuk dapat memberikan sebuah pemasukan
dalam melaksanakan pajak pada SPBN yang sudah melonjak. Sejalan dengan apa yang
diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) bawah tingkat kesadaran serta tingkat
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban atas perpajakan sama sckali bukan saja akan dapat
bergantung pada sebuah problem yang dalam bentuk teknisi ialah memungut, akan tetapi dalam
bentuk menyelidiki sebuah fungsi atas perpajakan serta dapat memberikan sebuah sistem
pelayanan terhadap WP yang mana sebagai salah satu pelaku dalam memberikan anggaran
terhadap negara dalam bentuk melakukan pembayaran pajak.

Disisi lain akan dapat pula akan bergantungan pada tingkat keamanan WP sampai sejauh
ini nama WP akan dapat mematuhi sebuah ketentuan dalam UU perpajakan. Oleh sebab itu
sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemitro (2014:2) memiliki salah satu mekanisme
budgeter. Hal inilah memiliki bukan sebuah dana belanja dari sebuah daerah, serta fungsi pajak
dapat berperan sebagai budget serta dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penghasilan
daerah yang bersubsidi. Oleh karena itu adapun tujuan dari penarikan pajak yang bersumber
dari pihak pemerintah ialah dapat meminimalkan aset serta dapat mengumpulkan anggaran dari
lapisan masyarakat sebagaimana dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Adapun dilihat
dari aspek sebuah pelayanan pajak yang mana diberikan oleh pihak negara terhadap lapisan
masyarakat tingkat kontrak terhadap prestasi yang akan diberikan oleh pihak pemerintah sama
sekali tidak secara langsung akan diminati (Soemitro, 2014:1). PBB merupakan salah satu
pajak yang dalam bentuk PPh yang mana akan ditentukan dari objek pajak ialah PBB.

PBB dapat didefinisikan sebagai salah satu pajak yang mempunyai tujuan ialah menerima
serta dapat pula memberikan terhadap masyarakat kepada pemerintah daerah yang mana
bertujuan untuk dapat memanfaatkan untuk membagi berlandaskan pada tujuan kebijakan yang
berhubungan langsung dengan pajak, disamping itu juga pajak dapat memberikan pemasukan
terhadap penerimaan atas pajak yang jauh lebih rendah, akan tetapi pajak bumi dan bangunan

berperan sebagai sumber penerimaan yang jauh lebih meningkat terhadap sebuah daerah




dengan tujuan untuk dapat menjaminkan pada sebuah pelaksanaan PBB yang tertulis dalam
UU. Dalam sebuah ketentuan pajak terhadap sanksi yang akan dapat diterapkan terhadap WP
dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain sanksi administrasi serta pidana.
Adapun sanksi administrasi merupakan salah satu sanksi yang membayar kerugian negara
misalnya membayar denda.

Tingkat pencapaian hasil pajak bumi dan bangunan di kelurahan Batu Kota Batu sudah
memenuhi target, tapi masih ada masyarakat yang lalai dengan kewajiban perpajakannya.
Sering kali hasil dari PBB bertujuan untuk dapat membangun salah satu sarana yang dapat
memberikan pemanfaatan. Sedangkan sanksi pidana merupakan sebuah sanksi atas pajak yang
akan diberikan dalam bentuk pidana misalnya kurungan penjara. Apabila WP yang terlambat
dalam melakukan sebuah laporan yang berkaitan dengan pajak sebagaimana yang telah
dituangkan dalam UU Pasal 10 No 3 tentang PBB dapat diberikan sanksi sebesar 25% dari
sumber pajak yang terutang. Sedangkan WP terlambat dalam melakukan pembayaran PBB
apabila telah jatuh temponya sehingga berlandaskan pada UU Pasal 11 No 2 yang berkaitan
dengan PBB dapat diberikan sanksi mencapai 20% yang mana dari sumber pajak mencapai
24% setelah jatuh tempo. Sistem penegakan hukum maka dapat dibandingkan pada sebuah
pajak yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait dalam hal ini DJP yang akan menegakkan
sebuah hukuman yang diantaranya tindakan penyelidikan terhadap WP yang mana akan dapat
diduga untuk melaksanakan sebuah kesalahan terhadap UU perpajakan. PBB seharusnya akan
dapat mengalami perhatian dari pihak pemerintah daerah untuk mengingatkan kembali
terhadap PBB yang mana dapat diartikan sebagai sumber pendapatan terhadap APBD yang
memberikan sebuah pengaruh terhadap pembangunan.

Sebagaimana yang dituangkan dalam latar belakan tersebut, sechingga peneliti tertarik
untuk melakukan riset ini dengan topik: “Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Dan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di

Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu”.

2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang peneliti akan bahas penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah kualitas pelayanan pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP
dalam membayar PBB pada Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu ?

2. Apakah kesadaran WP dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam

membayar PBB pada Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu ?




3. Apakah sanksi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam

membayar PBB pada Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu ?

3. Tujuan Penelitian
Sebagaimana yang telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset
ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah :
1. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan pajak dapat memberikan pengaruh terhadap
kepatuhan WP dalam membayar PBB pada Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu
2. Untuk dapat mengetahui kesadaran WP dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan
WP dalam membayar PBB pada Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu
3. Untuk dapat mengetahui sanksi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP

dalam membayar PBB pada Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu

4. Manfaat Penelitian
Sebagaimana yang telah dibahas pada tujuan penelitian yang ada, sehingga dalam riset

ini manfaat penelitian yang akan diangkat ialah :

1. Manfaat Teoritis
Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk menambah serta dapat meningkatkan
pengetahuan serta pemahaman mengenai PBB serta sanksi pajak dalam melakukan
pembayaran PBB

2. Manfaat Praktis
Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat dijadikan sebuah kontribusi atau
informasi dalam memaksimalkan sistem pelaksanaan PBB yang berada di Kelurahan
Temas Kota Batu, serta dapat pula memberikan data terhadap lapisan masyarakat

sebagaimana berkaitan dengan sistem pelaksanaan pembayaran PBB
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